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BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Paparan ulasan yang tertuang dari rumusan masalah pertama sampai pada
rumusan masalah ketiga secara sistematis dan metodis dari keseluruhan tulisan
ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. proses pemberian sanksi bagi pelaku pencurian menurut hukum adat Dayak
Mualang pertama-tama adanya kesepakatan yang bulat antar kedua belah pihak
dimana kedua belah pihak sama-sama menyetujui kasus yang terjadi
diselesaikan dengan cara apa. Ada dua alternatif proses penyelesaian kasus
yaitu penyelesaian secara kekeluargaan dan penyelesaian secara urus adat.
Namun dalam praktek kasus pihak korban lebih memilih jalur urus adat.
Adanya proses penyelesaian secara urus adat yang teratur, runtut dan terarah;
mulai dari pemanggilan pelaku kejahatan sampai keputusan akhir penjatuhan
sanksi.

2. Bentuk sanksi yang dijatuhkan Menteri Adat kepada pelaku pencurian adalah
pelaku pencurian membayar ganti rugi berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,-
(enam juta rupah) kepada pihak korban, memberikan mangkok tua sejumlah 8
tail, satu buah tempayan dan satu ekor ayam jantan dan yang terakhir adalah
jika korban merasa tidak puas maka pihak korban diberikan kesempatan untuk
berurusan adat ketingkat selanjutnya yakni naik banding pada tingkat
Temenggung. Apapun bentuk sanksi, ringan maupun berat dimaksudkan

untuk memberikan efek jera pada setiap pihak pelaku kejahatan. Sanksi yang
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dijatuhkan bermakna memulihkan kembali nama baik si pelaku dalam konteks
kehidupan bermasyarakat.

3. Adapun yang menjadi kendala Menteri Adat dalam menyelesaikan kasus
pencurian yaitu: ketika akan berproses urus adat pelaku sering melarikan diri
kekampung lain, mendapatkan pertentangan yang kuat dari pihak keluarga
pelaku kejahatan karena merasa tidak puas dengan keputusan Menteri Adat,
pihak keluarga Menteri Adat biasa mendapat ancaman, adanya pro dan kontra
dari pihak masyarakat. Dengan adanya hukum adat yang masih tetap berjalan
dapat dirasakan keadaan konkrit seperti: rasa aman, nyaman dan berkeadilan.
Sungguhpun demikian tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan lancar dan
mulus, karena ada kendala berupa ketidakpuasan, karakter pribadi yang
emosional, tingkat kemampuan memahami yang berbeda dan tidak kalah
pentingnya pengaruh globalisasi yang memicu dan tumbuh kembangnya sikap

apatis.

4.2. SARAN

Terkait dengan hasil penelitian yang sudah di teliti maka penulis memberikan
saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat setempat, khususnya subsuku Dayak Mualang supaya
mempertahankan, menghormati dan menjunjung tinggi adat istiadat sebagai
identitas dan jati diri subsuku kita.

2. Kepada generasi muda pada umumnya, kiranya tumbuh kesadaran serta minat
yang tinggi untuk menggali, mempelajari dan mewarisi adat budaya masing-

masing sehingga tetap eksis yang membudaya sepanjang jaman.
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3. Kepada pihak pemerintah, haruslah tetap mendukung dan memberi peluang
untuk tumbuh dan berkembangnya adat istiadat dari suku-suku yang ada di
Indonesia sebagai kasanah yang membentuk karakteristik, memperkaya dan

mempercantik wajah pariwisata dan budaya nasional bangsa Indonesia.
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